
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasi0nal

SAI,INAN
KEPI.NUSAN MENTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI

PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

MenginSat

a. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan dokumen

Wrencanaan dan penganggaran Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaat Pembangunan
Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi pe.rencanaan dan
anggar an an lar le mb 2 g4\

b. bahwa berdasarkan pertimbangan xbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan
dan Anggaran Antar l€mba8a Kementerian Perencanaan
Penrbangunan Nasional/Badan Perencana n Pembangunan
Nasional Tahun 2022;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang nalr.anya tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

Wrsyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

ansgota Tim Sinkronisasi Perencanaan dan AnSSaran Antar
lrmbaga Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun
,6' ?,

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanS Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lrmbarun Negara
Republik Indonesia Tahtn 2004 Nomor 124, Tambahan
l-embatan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahrn 2021 tentanS AnSSaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahw 2027 Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6735);

3.Peraturan...



r\'lenetapkan

3. Peraturarl Perrrerintah Notllor 45 Tahun 2O13 tentang Tata Ca[a
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagainlana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nonlor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kenenterian
Perencanaan Pernbatrgunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan
Perencanaan Pernbarrgunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nontor 67 Tahun 2019 tentang Penataarl
Tugas dan Fungsi Kerrrenterian Negara Kabinet Indonesia Maju
Periode Tahun 20 1 9 - 2024;

7. Peraturan Presiden Nonror 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian NeSara;

8. Peraturan Menteri Perencarraan Pernbangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2016 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,
Penrantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangurlan Nasional Nomor 14 Tahun
2020 tentanS Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perencallaarl Penrbangunan Nasional/Badan Perencanaall
Penrbangurran Nasional:

N1EIlL'TL'SLAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCAn*AAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TET\TANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI

PERENCA"\AAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA KEMENTEzuAN

PERENCANAA.\ PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERINCANAAN
PEMBANGUNA.\ NASIONAL TAHUN 2022,

Menrbentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan At188amn Alltar
l,embaga Kenlenteria n Perencanaan Penrbanguna n Nasional / Badan

Perencanaan Pembangunarr Nasional Tahun 2022 untuk selanjutnya
disebut Tim Sinkronisasi Perertcanaan dan Anggat'arr Atltar LembaSa,

dengan susunarl keanggotaan sebagaiurana tercalltulll dalatrt
Iampiran Keputusan ini.

Tinr Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antal'L€nlbaSa terdiri
atas Perrgarah. Perranggung Jawab, Tim Pelaksana. dan Tenaga

Pendukung.

Pengarah bertuSas menrberikan arahan kebijakan, ntengawasi.
membimbing, dan ntetruntau kemajuar, dan metttberi saran
penrecahan atas pernrasalaharl pelaksanaan kegiatan.
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum.

--

Penanggung Jawab bertugas menreSang tanSgung jawab terhadap
selurulr pelaksarraan kegiatan darr rrrenyampaikan laporan hasil
p€laksanaan kegiatan kepada Pengarah.

Tinr Pelaksana bertugas:

a. men)'usulr rancangan dokunten perencanaan dan penganggar"an

Kementerian Pelencanaan Penrbangunan Nasional/Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasional tahun 2022;

b. nrelakukan finalisasi dokurlen perencanaan dan anggaran tahun
2022 di Keurerrterian Perencanaan Penrbangunan Nasional/ Badan
Perencanaau Perrrban5;unan Nasional; dan

c. rllen)'usun dan nrenyanrpaikarr laporan hasil pelaksanaan
kegiatan kepada Pengarah nrelalui Penanggung.[awab.

Tenaga Pendukung bertugas:

a. nlembantu pelaksanaan tugas Tinl Pelaksana dalam pengumpulan
data dan irrtbrnrasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan
oleh Tinr Pelaksarra.

Segala biaya yang diperlukan dalarrr rangka pelaksanaan tngas Tinr
Sinkronisasi Perencanaan darr Anggaran Arltar L€nlbaga dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kenlelrtel'ian
Perencanaan Pembarrgunarr Nasional/Baclan Perellcanaan
Penrbangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

Keputusarr ini berlaku se.iak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 Janttari 2022.

Ditetapkarl di Jakafta
pada tanggal 16 Marct 2022

IT,IENTERI PERTNCANAAN PET1BANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
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SALINAN
LAMPIRAN
KEPI.-ITUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.2 I /M.PPN/HR/ 03 / 2022
TANGGAL 16 MARET 2022

SLISUNAN KEANCGOTAAN
TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANCGARAN ANTAR LEMBAGA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAI,

IAHtln- 2022

C

A. PENGARAH

B. PENANGGUNC,JAWAB

Merrteri PPN/ Kepala Bappenas.

Sekletaris Kementerian PPN/Sekretaris Utanu
Bappenas

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tal-a

Iaksana, Kenrenterian PPN/Bappenas.

Kepala Biro Umum, Kenrenterian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Kerjasama Pendanaan

Multilateral, Kenrenterian PPN/Bappenas;

2. Direktur Alokasi Pendanaan

Perrrbangunan, Kerrrenteriart

PPN/Bappenas;

3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha

Pinrpinan, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur AnSgamn Bidang Pembangunan
Manusia darr Kebudayaan, Ditjen
Anggaran, Kementerian Keuangarr;

5. Sarilan Putri Khairunissa, S.Sos, Setkonl Xl

DPR.RI;

6. Senriyati, SE' Se tkom XI DPR-RI;

7 . A8en8 Wardoyo, SH, Setkom Xl DPR-RI;

8. Joko Suroso, SE, Setkonl XI DPR-RI;

9. Hakhinrah, SE, Setkom XI DPR-Rl;

TIM PELAKSANA

Ketua

\Vakil Ketua

Anggota

10. oki ...



10. Oki Ganjar fustawan, SE, Setkom XI DPR-

Rtl

I I. Nur Solichah, S.Sos, Setkonr XI DPR-RI;

12. Alfiatika Isna Rostanti, SE, Setkom Xl
DPR.RI;

I 3. Hernlan, S.Sos, Setkom XI DPR-zu;

I4. Subagio, SE, Setkonl XI DPR-RI;

15. Kepala Sub Direktorat Anggaran Bidang
Kesejahteraan Sosial, Ditjen AnSgaran,
Kenlenterian Keuangan;

16. Kepala Seksi Anggaran Bidang
Kesejahteraan Sosial, Ditjen An88aran,
Kementerian Keuangan;

17. Herri Kusnadi Wibowo, SE, Ditjen
An88aran, Kenlenterian Keuangan;

18. Doddy Ryan Hidayat, SE, Ditjen Anggalan,
Kementerian Keuangan;

19. Agus Adi Purwanto, SH, Ditjen Anggaran,
Kernenterian Keuangan;

20. Zaen l Arifin, SE, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

21 . Dr. Ing. Mada Dahana, ST, MT,
Kementerian PPN/ Bapperras:

22. Abdul Kohar. S.Sos, Kentetrteriatr
PPN/Bappenasl

23. Siswandi, SE, QIA, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian
PPN/Bappenas;

25. Ikin Wibawa Sanusi. SH, Kementeriat.t

PPN/ Bappenas;

26. Kahntal Jumadi, S.Sos, Kententeriau

PPN/Bappenas:

27 . A.A.A. Diana Ar.vani Djlailtik, SE, rVl,M.

Kerrrenterian PPN/Bappenas;

28. Agus Sutaurun, SE, I4AP, MIDS.
Kerllenteliall PPN/ Bappenas;

29. Eri Mulia, SE, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

30. lr. Erianti . ..



D, TENAGA PENDUKUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukuur.
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30. Ir. Erianti Puspa, rVM, Kenrenterian
PPN/Bappenas;

3 1 . Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak,

Kenrenterian PPN/ Bappenas;

32, Achnrad Safari, S,Sos,, MAP, Kenlenteriatl
PPN/Bappenas;

33. Ndaru Mukti Lestari, SlA, M.lnt.Com,
Kementerian PPN/Bappenas;

34, Irlandi Paradizsa, S.HI, Kementerian
PPN/Bappenas.

1 . Mukrjo, SAP, Kenlenterian PPN/Bappenast

2. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Wido N. F*ahardjo, Kementerian
PPN/Bappenas.

4. Lola Aritasari, A.Md.Ak.

5. Haerudin Aripin, Kententerian
PPN/Bapperlas.

MENTERI PERENCAN.{AN PEMBANGUNAN NASIONALi
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SLIHARSO IlONOARFA
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